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I. UMUM 

Selaras dengan perkembangan hubungan industrial saat ini, dimana 

LKS Tripartit merupakan salah satu sarana hubungan industrial yang 

strategis untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah dan 

pihak lain yang terkait di bidang ketenagakerjaan. Keterwakilan dalam 

keanggotaan LKS Tripartit baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi 

maupun nasional khususnya pembatasan tenggang waktu masa jabatan 

dari unsur pemerintah mengalami kendala dan hambatan karena 

keanggotaan dari unsur pemerintah yang disebabkan kewenangan yang 

melekat pada jabatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.  

Dengan perubahan Peraturan Pemerintah ini maka diharapkan LKS 

Tripartit dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan 

optimal. 

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat perubahan masa 

jabatan dari unsur pemerintah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi 

dan nasional. 
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